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KATA PENGANTAR 
 

 

 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku 

berjudul Hukum Bisnis Kontemporer ini dapat tersusun dan diselesaikan 

dengan baik. Kehadiran buku ini dimaksudkan untuk memberikan 

pemahaman yang menyeluruh mengenai aspek hukum yang berkaitan 

dengan kegiatan bisnis, baik di tingkat domestik maupun global. 

Dalam situasi dunia usaha yang terus berkembang dan menjadi 

semakin kompleks, peran hukum bisnis menjadi sangat krusial dalam 

membentuk tatanan usaha yang tertib, adil, dan berkesinambungan. 

Penyusunan buku ini merujuk pada berbagai sumber hukum 

positif di Indonesia, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), serta 

sejumlah undang-undang sektoral seperti peraturan tentang 

Persaingan Usaha, Perlindungan Konsumen, Pasar Modal, dan 

Perbankan. Selain itu, buku ini juga membahas perkembangan hukum 

bisnis internasional, termasuk regulasi dalam praktik pengangkutan 

lintas negara serta perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku 

usaha kecil dan menengah (UKM). 

Penulis menyadari bahwa tersusunnya buku ini tidak lepas dari 

peran serta dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, apresiasi 

dan terima kasih yang mendalam disampaikan kepada para dosen, 

akademisi, praktisi hukum, serta semua pihak yang telah memberikan 

bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk 

dorongan, masukan, dan motivasi selama proses penulisan. 

Penulis berharap buku ini dapat menjadi referensi yang 

bermanfaat bagi mahasiswa, praktisi hukum, pelaku usaha, serta 

masyarakat umum yang ingin mendalami aspek-aspek hukum dalam 

dunia bisnis. Semoga buku ini mampu memperkaya pengetahuan dan 

menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya menjalankan kegiatan 

usaha yang sejalan dengan prinsip hukum, etika, dan tanggung jawab 
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sosial. Akhir kata, penulis dengan senang hati menerima kritik dan 

saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ini ke 

depannya. 

. 
Semarang 1 April 2025. 
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BAB I 

PENGANTAR HUKUM 

BISNIS 
 

 

 

 

 

 

A. Definisi Hukum Bisnis  
Aristoteles mendefinisikan hukum sebagai dua bentuk, yakni 

particular law atau hukum khusus yang dibuat dan diterapkan oleh 

suatu komunitas untuk anggotanya sendiri, serta universal law atau 

hukum universal yang bersifat sebagai hukum alam. Berbeda dengan 

Aristoteles, Grotius memandang hukum sebagai aturan moral yang 

mewajibkan seseorang untuk bertindak sesuai dengan apa yang 

dianggap benar. 1 Sementara itu, E.M. Meyer dalam karyanya De 

Algemene Begrippen van het Burgerlijke Recht memberikan definisi yang 

berbeda, yaitu bahwa hukum merupakan kumpulan kaidah yang 

memuat pertimbangan moral, ditujukan untuk mengatur perilaku 

manusia dalam kehidupan bermasyarakat, serta menjadi pedoman 

bagi para penyelenggara negara dalam menjalankan kewenangannya.2 

Hukum adalah seperangkat norma atau aturan yang disusun 

dan diberlakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan, dengan 

maksud untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan 

bermasyarakat. Keberadaan hukum penting untuk memastikan 

adanya keteraturan, keadilan, dan kepastian hukum dalam setiap 

aspek kehidupan. Hukum tidak hanya memberikan batasan, tetapi 

juga memberikan perlindungan dan kepastian terhadap hak dan 

kewajiban setiap individu atau kelompok dalam masyarakat. 

 
1Kansil, CST, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai 

Pustaka, Jakarta, hal.  35 
2Ibid. , hal.  36 
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Salah satu fungsi utama hukum adalah sebagai alat untuk 

menciptakan ketertiban sosial serta menjamin keadilan dalam 

hubungan antar manusia. Dalam konteks interaksi sosial yang semakin 

kompleks, hukum turut berperan sebagai mekanisme penyelesaian 

konflik, sarana pengendalian sosial, serta alat rekayasa sosial yang 

mendorong perubahan ke arah yang lebih baik. Seiring dengan 

dinamika masyarakat modern, hukum berkembang menjadi berbagai 

cabang, salah satunya adalah hukum bisnis yang mengatur segala 

aspek hukum yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan perdagangan. 

Dalam dunia bisnis, aktivitas seperti produksi, distribusi, 

pembelian, penjualan, hingga pertukaran barang dan jasa melibatkan 

hubungan hukum yang kompleks antara individu, badan usaha, 

maupun negara. Tujuan utama dari aktivitas bisnis adalah 

memperoleh keuntungan, namun pencapaian tujuan ini harus tetap 

berada dalam koridor hukum. Oleh karena itu, hukum bisnis hadir 

untuk menjamin agar setiap transaksi dan kegiatan usaha berjalan 

secara adil, transparan, dan bertanggung jawab, serta melindungi 

kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku usaha, 

konsumen, dan masyarakat secara umum.3  

Francis Tantri menyatakan, bisnis adalah semua kegiatan yang 

dilakukan seseorang atau lebih yang terorganisasi dalam mencari laba 

melalui penyediaan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat4. Bisnis, 

secara umum, dapat diartikan sebagai kegiatan yang melibatkan 

produksi, distribusi, dan pertukaran barang atau jasa dengan tujuan 

memperoleh keuntungan. Bisnis mencakup berbagai sektor, seperti 

perdagangan, industri, keuangan, dan jasa. Kegiatan bisnis melibatkan 

banyak pihak, termasuk pengusaha, konsumen, pemerintah, dan 

institusi keuangan, yang semuanya berinteraksi dalam suatu ekosistem 

ekonomi yang kompleks. 

Hukum bisnis merupakan terjemahan dari istilah "business law" 

yang merujuk pada aturan hukum terkait kegiatan bisnis. Secara 

umum, hukum bisnis adalah seperangkat norma hukum, termasuk 

mekanisme penegakannya, yang mengatur tata cara pelaksanaan 

 
3 M. Fuad, Christin H, Nurlela, Sugiarto, Paulus, Y.E.F, 2000, Pengantar Bisnis, 

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 1 
4 Francis Tantri, 2009, Pengantar Bisnis, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 4 
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aktivitas perdagangan, industri, dan keuangan. Hukum ini mencakup 

aspek produksi maupun pertukaran barang dan jasa, di mana para 

pelaku usaha menempatkan modal mereka dalam suatu risiko tertentu 

dengan tujuan memperoleh keuntungan. Menurut Munir Fuady, 

hukum bisnis adalah seperangkat kaidah hukum, termasuk 

mekanisme penegakannya, yang mengatur tata cara pelaksanaan 

kegiatan dagang, industri, atau keuangan. Hukum bisnis mengatur 

bagaimana produksi dan pertukaran barang atau jasa dilakukan 

dengan menempatkan modal dalam risiko tertentu untuk 

mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, hukum bisnis menjadi 

pedoman bagi para pengusaha dalam menjalankan usaha mereka 

secara legal dan etis.5 

Johannes Ibrahim6 menyatakan bahwa hukum bisnis merupakan 

kumpulan kaidah hukum yang dibuat untuk mengatur serta 

menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul dalam aktivitas 

perdagangan dan bisnis. Dalam praktiknya, hukum bisnis memberikan 

landasan hukum bagi para pelaku usaha agar dapat menjalankan 

kegiatan bisnisnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta 

meminimalisir kemungkinan terjadinya perselisihan. 

Soesi Idayanti menyatakan bahwa, Hukum bisnis adalah 

perangkat hukum yang mengatur suatu tatacara dan pelaksanaan 

suatu urusan atau suatu kegiatan perdagangan, industri, ataupun 

tentang kegiatan keuangan yang berhubungan dengan kegiatan 

pertukaran barang dan jasa, kegiatan produksi maupun suatu kegiatan 

menempatkan uang yang dilakukan oleh para pengusaha bisnis 

dengan usaha dan usaha yang lainnya, dimana entrepreneur sudah 

mempertimbangkan suatu segala resiko yang mungkin terjadi.7 

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa, Hukum bisnis merupakan cabang hukum yang 

secara khusus mengatur segala aspek yang berkaitan dengan aktivitas 

bisnis. Hukum bisnis mencakup aturan-aturan yang mengatur 

bagaimana transaksi bisnis dilakukan, bagaimana perjanjian bisnis 

 
5 Munir Fuady, 2005, Pengantar Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 2 
6 Johannes Ibrahim, 2004, Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern,  Refika 

Aditama, Bandung, hal. 27 
7 Soesi Idayanti, 2020, Hukum Bisnis, Tanah Air Beta, DI Yogyakarta , hal. 18 
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dibuat dan ditegakkan, serta bagaimana penyelesaian sengketa dalam 

dunia usaha. Dengan adanya hukum bisnis, setiap pelaku usaha 

memiliki kepastian hukum dalam menjalankan kegiatannya. 

Hukum bisnis mencakup berbagai aspek, seperti hukum 

kontrak, hukum perusahaan, hukum kepailitan, hukum perlindungan 

konsumen, hukum investasi, hukum ketenagakerjaan, serta hukum 

perpajakan. Setiap aspek tersebut memiliki peran penting dalam 

menjaga stabilitas dan keberlangsungan bisnis. Tanpa adanya hukum 

bisnis, dunia usaha akan mengalami ketidakpastian yang dapat 

berdampak negatif terhadap perekonomian. 

Keberadaan hukum bisnis sangat erat kaitannya dengan 

dinamika perkembangan ekonomi, baik dalam skala nasional maupun 

global. Di era globalisasi dan revolusi digital saat ini, kegiatan bisnis 

telah melampaui batas-batas geografis negara dan semakin kompleks, 

mencakup transaksi lintas negara, investasi asing, serta pengaruh 

kebijakan ekonomi global. Oleh karena itu, hukum bisnis tidak hanya 

mengatur transaksi domestik, tetapi juga harus mampu menjawab 

tantangan perdagangan internasional. Dalam konteks ini, hukum 

bisnis kontemporer hadir sebagai bentuk evolusi dari sistem hukum 

yang bersifat adaptif, dinamis, dan responsif terhadap perubahan 

lingkungan bisnis global yang serba cepat dan penuh ketidakpastian. 

Hukum bisnis kontemporer mencakup peraturan-peraturan yang tidak 

hanya mengatur transaksi konvensional, tetapi juga yang berkaitan 

dengan ekonomi digital, e-commerce, hak kekayaan intelektual, hingga 

perlindungan data pribadi dalam kegiatan bisnis modern. 

Selain memberikan kepastian hukum, hukum bisnis 

kontemporer memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan 

dan keadilan dalam hubungan antar pelaku usaha. Ia bertindak sebagai 

mekanisme perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak, 

termasuk konsumen, pekerja, investor, serta mitra bisnis lainnya. 

Hukum bisnis juga menetapkan batasan-batasan yang mencegah 

praktik curang, monopoli, eksploitasi tenaga kerja, dan pelanggaran 

etika dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, hukum bisnis tidak 

hanya menjadi instrumen legalitas, tetapi juga alat untuk menegakkan 

prinsip tanggung jawab sosial dan etika bisnis. Kehadiran hukum 

bisnis kontemporer memungkinkan terciptanya iklim usaha yang 
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sehat, kompetitif, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan adil. 

Dalam praktiknya, penegakan hukum bisnis kontemporer tidak 

lepas dari peran lembaga-lembaga penegak hukum seperti pengadilan 

umum, pengadilan niaga, arbitrase nasional dan internasional, hingga 

otoritas pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan lembaga perlindungan 

konsumen. Para pelaku usaha, terutama di era digital saat ini, dituntut 

untuk memiliki pemahaman yang baik terhadap regulasi yang berlaku 

agar mampu mengelola risiko hukum dan menjaga reputasi bisnis. 

Hukum bisnis kontemporer bukan hanya alat pengaturan, tetapi juga 

merupakan strategi manajerial dalam menjalankan usaha yang 

profesional, etis, dan berkelanjutan di tengah persaingan global yang 

semakin ketat. 

 

B. Tujuan Hukum Bisnis  

Hukum memiliki peran fundamental dalam kehidupan 

masyarakat, yaitu untuk menciptakan ketertiban dan keseimbangan. 

Menurut Sudikno Mertokusumo, tujuan utama hukum adalah 

membangun suatu tatanan sosial yang tertib agar kepentingan 

manusia dapat terlindungi. Dalam mencapai tujuan tersebut, hukum 

bertindak dengan membagi hak dan kewajiban antarindividu, 

menetapkan wewenang, serta mengatur mekanisme penyelesaian 

sengketa guna menjaga kepastian hukum. 8 

Dalam konteks bisnis, hukum berperan sebagai instrumen yang 

menjamin keteraturan dalam aktivitas ekonomi dan perdagangan. 

Hukum bisnis hadir untuk memberikan kepastian hukum bagi para 

pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya, baik dalam lingkup 

nasional maupun internasional. Dengan adanya hukum bisnis, setiap 

individu atau korporasi dapat menjalankan aktivitas ekonominya 

dengan lebih aman dan adil. 

Salah satu tujuan utama hukum bisnis adalah menjamin 

berfungsinya mekanisme pasar secara efisien dan lancar. Dalam sistem 

 
8Sudikno Mertokusumo, 1996, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, 

Yogyakarta, h.  64 
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ekonomi pasar, hukum memiliki peran dalam mengatur interaksi 

antara pelaku usaha, konsumen, serta pemerintah agar tidak terjadi 

praktik-praktik yang merugikan pihak tertentu. Hukum bisnis 

menciptakan regulasi yang mengatur persaingan usaha secara sehat, 

mencegah monopoli yang merugikan masyarakat, serta memberikan 

mekanisme penyelesaian sengketa dalam dunia usaha. 

Selain itu, hukum bisnis bertujuan untuk melindungi berbagai 

jenis usaha, terutama Usaha Kecil dan Menengah (UKM). UKM 

memiliki peran strategis dalam perekonomian suatu negara, namun 

sering kali menghadapi tantangan dalam persaingan dengan usaha 

besar. Dengan adanya hukum bisnis, pemerintah dapat memberikan 

regulasi yang melindungi UKM dari persaingan yang tidak sehat, 

memberikan kemudahan perizinan, serta memastikan bahwa hak-hak 

pelaku UKM tetap terlindungi. 

Dalam sektor keuangan dan perbankan, hukum bisnis juga 

berfungsi untuk membantu memperbaiki sistem keuangan dan sistem 

perbankan. Dunia perbankan dan keuangan sangat rentan terhadap 

risiko penyalahgunaan, seperti pencucian uang, penipuan, dan 

tindakan kriminal lainnya. Oleh karena itu, hukum bisnis menciptakan 

regulasi yang memastikan bahwa lembaga keuangan beroperasi 

dengan transparan, akuntabel, serta memiliki mekanisme 

perlindungan terhadap nasabah dan investor. 

Hukum bisnis memberikan perlindungan bagi para pelaku 

ekonomi atau pelaku bisnis. Dalam dunia bisnis, setiap pihak yang 

terlibat, baik itu pengusaha, pekerja, maupun konsumen, memiliki hak 

dan kewajiban yang perlu dijaga keseimbangannya. Hukum bisnis 

hadir untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan akibat 

tindakan curang, eksploitasi tenaga kerja, atau penyalahgunaan 

kontrak yang merugikan salah satu pihak. 

Hukum bisnis juga bertujuan untuk mewujudkan lingkungan 

bisnis yang aman dan adil bagi semua pelaku bisnis. Sebuah sistem 

bisnis yang sehat tidak hanya bergantung pada aspek ekonomi, tetapi 

juga pada regulasi yang mengatur hubungan antara pelaku usaha. 

Dengan adanya hukum bisnis, setiap entitas ekonomi memiliki 

kepastian dalam menjalankan usahanya tanpa takut terhadap risiko 

hukum yang tidak terprediksi. 

Selain menjamin keadilan dalam bisnis, hukum bisnis juga 

mengatur standar etika dalam berbisnis. Etika bisnis sangat penting 
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dalam menciptakan kepercayaan antara pelaku usaha dan konsumen. 

Dengan adanya regulasi yang jelas, perusahaan didorong untuk 

menjalankan bisnisnya secara bertanggung jawab, baik terhadap 

lingkungan, karyawan, maupun masyarakat luas. 

Regulasi dalam hukum bisnis juga berfungsi sebagai alat untuk 

mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak tertentu. 

Misalnya, hukum bisnis mencegah perusahaan besar untuk 

menyalahgunakan dominasinya di pasar dengan menetapkan aturan 

terkait persaingan usaha yang sehat. Dengan demikian, 

keberlangsungan bisnis yang lebih beragam dapat terjaga. 

Hukum bisnis juga berkontribusi dalam mendukung inovasi 

dan perkembangan industri. Dengan adanya perlindungan hukum 

terhadap hak kekayaan intelektual, misalnya, para inovator dan pelaku 

usaha lebih terdorong untuk menciptakan produk atau layanan baru 

yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi. 

Selain aspek perlindungan, hukum bisnis juga memberikan 

pedoman bagi pelaku usaha dalam menghadapi berbagai risiko bisnis. 

Setiap usaha memiliki potensi risiko, baik itu risiko kontraktual, 

keuangan, maupun hukum. Dengan adanya hukum bisnis, pelaku 

usaha dapat memahami hak dan kewajiban mereka serta langkah-

langkah yang dapat diambil dalam menghadapi permasalahan hukum 

yang mungkin timbul. 

Dalam dunia bisnis internasional, hukum bisnis juga berperan 

penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha lintas 

negara. Adanya perbedaan regulasi di setiap negara menuntut adanya 

kesepakatan dan regulasi hukum yang dapat dijadikan dasar dalam 

transaksi bisnis global. Oleh karena itu, hukum bisnis juga mencakup 

hukum perdagangan internasional yang mengatur berbagai aspek 

perdagangan antarnegara. 

Selain mendukung bisnis yang berkelanjutan, hukum bisnis juga 

memastikan bahwa praktik bisnis yang dilakukan sesuai dengan 

prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan. Regulasi tentang 

Corporate Social Responsibility (CSR), misalnya, mewajibkan perusahaan 

untuk memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dalam 

operasional bisnis mereka. 
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Hukum bisnis juga berperan dalam memberikan perlindungan 

terhadap konsumen. Dalam transaksi bisnis, konsumen sering kali 

berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan produsen 

atau penyedia jasa. Oleh karena itu, hukum bisnis mengatur standar 

perlindungan konsumen agar mereka mendapatkan hak yang sama 

dalam transaksi ekonomi. 

Hukum bisnis memiliki tujuan utama untuk menciptakan 

ekosistem usaha yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Dalam 

konteks hukum bisnis kontemporer, tujuan ini diperluas untuk 

merespons perubahan zaman, termasuk perkembangan teknologi, 

globalisasi, serta tuntutan terhadap tanggung jawab sosial dan 

lingkungan. Regulasi yang disusun tidak hanya mengatur legalitas 

transaksi bisnis, tetapi juga memastikan bahwa aktivitas ekonomi 

dilakukan secara etis dan bertanggung jawab. Dengan adanya aturan 

yang tegas dan sistem penegakan hukum yang efektif, para pelaku 

usaha dapat menjalankan bisnis mereka secara aman, terhindar dari 

praktik-praktik yang merugikan seperti penipuan, manipulasi pasar, 

dan eksploitasi tenaga kerja. 

Tujuan hukum bisnis kontemporer tidak berhenti pada 

perlindungan terhadap pelaku usaha, tetapi juga mencakup 

perlindungan hak-hak konsumen, kesejahteraan pekerja, dan 

kelestarian lingkungan. Hal ini sejalan dengan paradigma bisnis 

modern yang menempatkan keberlanjutan (sustainability) sebagai 

bagian dari strategi inti perusahaan. Dengan demikian, hukum bisnis 

bertindak sebagai jembatan antara kepentingan ekonomi dan nilai-nilai 

sosial, menciptakan keseimbangan antara keuntungan finansial dan 

kepatuhan terhadap norma hukum serta etika. Tujuan ini juga 

mendukung integrasi prinsip-prinsip good corporate governance, 

seperti akuntabilitas, transparansi, dan keadilan, yang esensial dalam 

membangun reputasi dan kepercayaan publik terhadap dunia usaha. 

Lebih jauh, hukum bisnis kontemporer berperan dalam 

mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan inovatif. Dengan 

memberikan kepastian hukum bagi investor dan pelaku usaha, hukum 

bisnis menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif. 

Selain itu, hukum bisnis juga menstimulasi inovasi dengan 

memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, serta 
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mendukung perkembangan ekonomi digital melalui regulasi terhadap 

e-commerce, fintech, dan transaksi elektronik. Semua tujuan tersebut 

menunjukkan bahwa hukum bisnis kontemporer bukan sekadar 

perangkat aturan normatif, melainkan juga merupakan pilar strategis 

dalam membentuk tatanan ekonomi yang tangguh, adaptif, dan 

berorientasi masa depan. 

 

C. Fungsi Hukum Bisnis  

Hukum memiliki fungsi mendasar dalam masyarakat, yaitu 

sebagai alat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan sosial. 

Fungsi ini memungkinkan masyarakat berkembang dengan aturan 

yang jelas mengenai hak dan kewajiban setiap individu. Hukum 

memberikan pedoman tentang perilaku yang dapat diterima serta 

membatasi tindakan yang dianggap merugikan orang lain. 

Dalam melaksanakan peran pentingnya dalam masyarakat, 

hukum mempunyai fungsi seperti penertiban pengaturan, 

penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiringi 

masyarakat yang berkembang. Secara garis besar fungsi hukum dapat 

diklasifikasikan dalam tiga tahap yaitu: 

1. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan 

masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak 

hukum yang memberikan pedoman dan petunjuk tentang 

bagaimana perilaku di dalam masyarakat. Menunjuk mana yang 

baik dan mana yang tercela melalui norma-normanya yang 

mengatur perintah-perintah ataupun larangan-larangan 

sehingga masyarakat diberi petunjuk bertingkah laku dan 

masing-masing anggota masyarakat tahu apa yang harus 

dilakukan dan yang tidak botch dilakukan sehingga terciptanya 

suatu ketertiban dan keteraturan.  

2. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan 

sosial. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain 

memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis. Daya 

mengikat dan jika perlu memaksa ini adalah watak hukum yang 

bisa menangani kasus-kasus nyata dan memberi keadilan, 

menghukum yang bersalah, dan sebagainya.  
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3. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan atau 

disebut dengan social engineering. Hukum sebagai sarana 

pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa 

masyarakat kearah yang lebih maju. 9 

 

Dalam konteks bisnis, hukum memainkan peran penting dalam 

menjaga stabilitas dan keberlanjutan kegiatan ekonomi. Hukum bisnis 

memberikan kepastian kepada pelaku usaha dalam menjalankan 

aktivitasnya, memastikan perlindungan terhadap hak-hak mereka, 

serta mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan pihak lain. 

Dengan demikian, hukum bisnis menjadi landasan yang esensial bagi 

dunia usaha yang berkeadilan dan transparan. 

Soesi Idayanti menyatakan bahwa, terdapat beberapa fungsi 

hukum bisnis antara lain: 

1. Sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis, 

2. Untuk memahami hak-hak dan kewajibannya dalam praktik 

bisnis, dan 

3. Agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis 

yang berkeadilan, wajar, sehat dan dinamis (yang dijamin oleh 

kepastian hukum).10 

 

Salah satu fungsi utama hukum bisnis adalah sebagai alat 

ketertiban dan keteraturan dalam dunia usaha. Dengan adanya 

regulasi yang jelas, para pelaku bisnis dapat mengetahui batasan-

batasan hukum yang harus dipatuhi. Peraturan-peraturan ini 

mencakup berbagai aspek, seperti kontrak bisnis, perlindungan 

konsumen, serta etika dalam persaingan usaha. Dengan adanya hukum 

bisnis, setiap transaksi dan perjanjian bisnis dapat berjalan secara tertib 

dan teratur. 

Hukum bisnis juga berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan 

keadilan sosial di sektor ekonomi. Dalam dunia usaha, sering terjadi 

ketimpangan antara perusahaan besar dan usaha kecil, antara 

pengusaha dan pekerja, serta antara produsen dan konsumen. Hukum 

bisnis hadir untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan, 

 
9Dirdjosisworo, 1984, Pengantar Ilmu Hukum, CV.  Rajawali. Jakarta, hal.  153-154 
10 Soesi Idayanti, Op cit., hal. 19 
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serta memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan 

efektif. 

Selain itu, hukum bisnis berperan sebagai sarana penggerak 

pembangunan atau social engineering. Dalam hal ini, hukum menjadi 

alat bagi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang 

lebih maju dan berkelanjutan. Misalnya, dengan menerapkan regulasi 

tentang investasi, pemerintah dapat menarik investor untuk 

berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional. Begitu pula 

dengan regulasi terkait kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan 

(CSR) yang bertujuan untuk memastikan bahwa pertumbuhan 

ekonomi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas. 

Dalam dunia bisnis modern, hukum tidak hanya dipahami 

sebagai seperangkat aturan yang harus dipatuhi, tetapi juga sebagai 

sumber informasi penting bagi para pelaku usaha dalam mengambil 

keputusan strategis. Pemahaman yang baik terhadap aspek hukum 

memungkinkan pengusaha untuk mengidentifikasi potensi risiko dan 

meminimalisasi dampak hukum yang dapat mengganggu 

kelangsungan bisnis. Misalnya, seorang pengusaha yang memahami 

ketentuan hukum ketenagakerjaan akan mampu membangun 

hubungan industrial yang harmonis, menghindari pelanggaran 

terhadap hak pekerja, dan memastikan kepatuhan terhadap standar 

keselamatan kerja. Dengan demikian, hukum bisnis tidak hanya 

berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana pencegahan 

dan perlindungan. 

Hukum bisnis kontemporer berperan sebagai panduan untuk 

menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam hubungan 

bisnis. Para pelaku usaha memiliki hak untuk melindungi aset tidak 

berwujud seperti merek dagang, hak cipta, dan paten, yang merupakan 

hasil kreativitas dan inovasi mereka. Namun di sisi lain, mereka juga 

dibebani dengan kewajiban untuk mematuhi regulasi perpajakan, 

memberikan perlindungan terhadap konsumen, menjaga kelestarian 

lingkungan, serta menghormati hak-hak pekerja. Fungsi hukum dalam 

hal ini adalah untuk memastikan bahwa setiap pihak dalam kegiatan 

usaha bertindak dalam koridor keadilan dan tanggung jawab sosial. 

Hal ini menciptakan ekosistem usaha yang tidak hanya kompetitif, 

tetapi juga beretika dan inklusif. 
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Fungsi utama lain dari hukum bisnis kontemporer adalah untuk 

membentuk perilaku bisnis yang adil, wajar, sehat, dan dinamis. 

Dalam lingkungan usaha yang kompetitif, hukum bertugas mencegah 

praktik-praktik curang seperti kartel, monopoli, korupsi, serta 

penyalahgunaan posisi dominan. Dengan menegakkan prinsip-prinsip 

keadilan dan persaingan yang sehat, hukum mendorong terciptanya 

iklim usaha yang inovatif dan bertanggung jawab. Bisnis yang 

dijalankan berdasarkan prinsip hukum bukan hanya mengejar 

keuntungan, tetapi juga membangun kepercayaan dari konsumen, 

investor, dan masyarakat luas. 

Salah satu fungsi paling mendasar dari hukum bisnis adalah 

menciptakan kepastian hukum. Kepastian ini sangat penting agar para 

pelaku usaha memiliki landasan yang jelas dalam melakukan 

perjanjian bisnis, mengurus perizinan, serta menyusun strategi 

perusahaan. Dengan adanya kepastian hukum, pelaku usaha tidak 

perlu takut terhadap interpretasi aturan yang berubah-ubah atau 

tumpang tindih. Proses kontraktual menjadi lebih teratur, transparansi 

dalam perjanjian meningkat, dan kepercayaan terhadap institusi 

hukum pun tumbuh. Hukum bisnis juga menjadi alat yang efektif 

dalam menjamin keberlanjutan usaha dan menarik investasi, baik 

domestik maupun asing. 

Dalam konteks globalisasi, hukum bisnis kontemporer berfungsi 

mengatur hubungan bisnis lintas negara. Perdagangan internasional 

menuntut standar hukum yang seragam dan adil untuk semua pihak 

yang terlibat. Perbedaan sistem hukum di berbagai negara seringkali 

menjadi tantangan, sehingga kehadiran hukum bisnis internasional, 

termasuk konvensi dagang, perjanjian bilateral, dan mekanisme 

arbitrase internasional, menjadi sangat penting. Dengan adanya 

instrumen hukum internasional ini, pelaku usaha dapat menjalin kerja 

sama global secara lebih aman dan terpercaya. 

Hukum bisnis juga memainkan peran krusial dalam 

perlindungan konsumen, yang sering kali berada dalam posisi lemah 

dalam hubungan dengan produsen atau penyedia jasa. Melalui 

regulasi yang mengatur kualitas produk, label harga, hak atas 

informasi, dan jaminan purna jual, hukum bisnis memberikan 

perlindungan yang adil bagi konsumen. Selain itu, hukum juga 

menetapkan sanksi atas praktik penipuan, pemalsuan, dan layanan 
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yang menyesatkan, sehingga mendorong terciptanya transaksi yang 

lebih bertanggung jawab dan berintegritas. 

Hukum bisnis juga melindungi hak-hak pekerja dalam dunia 

usaha. Regulasi ketenagakerjaan modern menetapkan standar 

minimum terkait upah, jam kerja, jaminan sosial, keselamatan kerja, 

dan perlindungan terhadap diskriminasi. Dengan perlindungan 

hukum ini, hubungan industrial menjadi lebih harmonis dan 

produktif. Hukum menciptakan keseimbangan antara kepentingan 

pengusaha dan hak dasar pekerja, sehingga tercipta lingkungan kerja 

yang adil, aman, dan kondusif bagi pertumbuhan bersama. 

Fungsi strategis lain dari hukum bisnis adalah mendukung 

inovasi dan persaingan usaha yang sehat. Dalam era ekonomi berbasis 

pengetahuan, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual 

menjadi sangat vital. Hukum memberikan hak eksklusif kepada 

pencipta, penemu, atau pemilik karya untuk menggunakan dan 

memanfaatkan hasil inovasinya, serta mencegah pihak lain melakukan 

pembajakan. Hal ini memberi insentif bagi pelaku usaha untuk terus 

menciptakan produk dan layanan baru, serta berkontribusi pada 

kemajuan industri dan teknologi. 

Di samping itu, hukum bisnis menyediakan mekanisme 

penyelesaian sengketa yang dapat digunakan ketika terjadi konflik 

antara pelaku usaha, antara perusahaan dan konsumen, atau antara 

pemberi kerja dan pekerja. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan 

melalui jalur litigasi di pengadilan atau melalui alternatif penyelesaian 

sengketa seperti arbitrase dan mediasi. Kehadiran mekanisme ini 

memberikan jaminan bahwa konflik dapat diselesaikan secara adil, 

efisien, dan tidak merugikan kelangsungan bisnis para pihak yang 

terlibat. 

Secara keseluruhan, hukum bisnis kontemporer tidak hanya 

memiliki fungsi normatif sebagai pengatur dan penegak aturan, tetapi 

juga berfungsi sebagai instrumen pembangunan ekonomi, pelindung 

hak-hak warga negara, serta pengarah transformasi dunia usaha 

menuju praktik yang lebih adil, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. 

Dengan sistem hukum yang kuat dan responsif terhadap tantangan 

zaman, hukum bisnis menjadi fondasi utama dalam membangun 

perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing di tingkat 

global. 
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D. Prinsip-Prinsip Hukum Bisnis Kontemporer  

Hukum bisnis kontemporer dibangun di atas landasan prinsip-

prinsip dasar yang bersifat universal namun responsif terhadap 

perubahan zaman. Prinsip-prinsip tersebut meliputi transparansi, 

akuntabilitas, etika usaha, keberlanjutan (sustainability), dan inovasi 

sebagai kerangka utama dalam mengatur dunia usaha. Prinsip ini tidak 

hanya bersifat normatif, tetapi juga berfungsi sebagai panduan moral 

dan operasional bagi pelaku bisnis. Dalam dunia usaha modern yang 

kompleks dan digital, penerapan prinsip-prinsip ini menjadi semakin 

penting. 

Prinsip transparansi mengharuskan pelaku usaha untuk 

menyampaikan informasi yang jujur, terbuka, dan mudah diakses oleh 

semua pihak yang berkepentingan. Informasi tersebut dapat meliputi 

laporan keuangan, struktur kepemilikan, hingga risiko usaha yang 

dihadapi. Transparansi meningkatkan kepercayaan publik, investor, 

dan konsumen terhadap perusahaan. Dalam konteks hukum bisnis, 

prinsip ini mendasari kewajiban pelaporan dan keterbukaan informasi 

sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. 

Keterbukaan saja tidak cukup apabila tidak disertai dengan 

tanggung jawab yang jelas atas setiap tindakan dan keputusan bisnis. 

Dalam hal ini, prinsip akuntabilitas menjadi pelengkap penting bagi 

transparansi. Prinsip akuntabilitas berkaitan dengan 

pertanggungjawaban setiap pihak dalam menjalankan kewenangan 

dan tanggung jawabnya di dunia usaha. Pemilik, manajer, dan 

pengurus perusahaan wajib bertanggung jawab secara moral maupun 

hukum atas keputusan bisnis yang diambil. Akuntabilitas menuntut 

adanya mekanisme evaluasi dan pengawasan agar setiap tindakan 

dapat ditelusuri dan dievaluasi secara objektif. Hal ini penting untuk 

mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga integritas 

perusahaan. 

Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas tidak dapat dipisahkan 

dari nilai-nilai moral dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat 

bisnis. Oleh karena itu, prinsip etika usaha menjadi dimensi yang tak 

kalah penting dalam membentuk perilaku bisnis yang bertanggung 

jawab. Etika usaha menjadi prinsip fundamental dalam hukum bisnis 

kontemporer yang tidak hanya mengedepankan keuntungan ekonomi, 

tetapi juga nilai-nilai moral.  
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Dalam praktik bisnis, etika mencakup kejujuran dalam 

bertransaksi, kepatuhan terhadap hukum, dan penghormatan 

terhadap hak-hak pihak lain. Etika usaha mencegah terjadinya praktik-

praktik curang seperti suap, manipulasi data, atau eksploitasi 

konsumen. Dengan mengintegrasikan etika dalam hukum bisnis, 

pelaku usaha didorong untuk menjalankan usahanya secara 

bertanggung jawab dan berintegritas. 

Etika usaha mencegah terjadinya praktik-praktik curang seperti 

suap, manipulasi data, atau eksploitasi konsumen. Dengan 

mengintegrasikan etika dalam hukum bisnis, pelaku usaha didorong 

untuk menjalankan usahanya secara bertanggung jawab dan 

berintegritas. Selain berpegang pada nilai-nilai etika, dunia usaha 

modern juga dituntut untuk memperhatikan dampak jangka panjang 

dari aktivitas ekonomi terhadap lingkungan dan masyarakat. Di sinilah 

prinsip keberlanjutan (sustainability) menjadi semakin relevan dalam 

hukum bisnis kontemporer. 

Prinsip keberlanjutan (sustainability) mendorong dunia usaha 

untuk tidak hanya fokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga 

mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial. Perusahaan 

dituntut untuk menjalankan bisnis yang ramah lingkungan, 

mendukung kesejahteraan masyarakat, dan berkontribusi pada 

pembangunan berkelanjutan. Dalam hukum bisnis kontemporer, 

prinsip ini tercermin dalam kewajiban pelaporan keberlanjutan, 

corporate social responsibility (CSR), dan praktik ESG (environmental, 

social, governance). Keberlanjutan menjadi indikator penting dalam 

menilai kualitas tata kelola dan prospek jangka panjang suatu usaha. 

Seiring dengan tuntutan terhadap keberlanjutan, dunia usaha 

juga dihadapkan pada tantangan untuk terus berinovasi agar tetap 

relevan dan kompetitif. Oleh karena itu, prinsip inovasi menjadi pilar 

penting dalam hukum bisnis masa kini. Inovasi sebagai prinsip hukum 

bisnis kontemporer mendorong pelaku usaha untuk terus menciptakan 

produk, layanan, dan model bisnis baru yang lebih efisien dan relevan. 

Inovasi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga dalam hal pendekatan 

manajerial, strategi pemasaran, dan tanggung jawab sosial. Hukum 

bisnis mendukung inovasi melalui perlindungan hak kekayaan 

intelektual serta pengaturan yang fleksibel terhadap startup dan 

industri kreatif. Regulasi yang adaptif dan progresif sangat diperlukan 

agar hukum tidak menjadi hambatan bagi kemajuan usaha. 
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bisnis mendukung inovasi melalui perlindungan hak kekayaan 

intelektual serta pengaturan yang fleksibel terhadap startup dan 

industri kreatif. Regulasi yang adaptif dan progresif sangat diperlukan 

agar hukum tidak menjadi hambatan bagi kemajuan usaha. Untuk 

memastikan seluruh prinsip tersebut dapat dijalankan secara harmonis 

dan efektif, dibutuhkan suatu sistem tata kelola yang komprehensif 

dan terstruktur. Di sinilah pentingnya penerapan prinsip good corporate 

governance (GCG) dalam kerangka hukum bisnis kontemporer. 

Penerapan prinsip good corporate governance (GCG) menjadi 

sarana penting untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar hukum 

bisnis kontemporer. GCG menekankan pada keseimbangan antara 

kepentingan pemilik saham, manajemen, karyawan, konsumen, dan 

masyarakat luas. Prinsip-prinsip GCG seperti fairness, responsibility, 

accountability, dan transparency menjadi standar dalam menilai 

integritas perusahaan. Tidak hanya perusahaan besar, GCG kini juga 

mulai diterapkan pada UMKM dan usaha rintisan berbasis digital. 

Dalam praktiknya, prinsip-prinsip hukum bisnis kontemporer 

juga menjadi landasan dalam pembuatan perjanjian bisnis dan tata 

kelola perusahaan. Ketika prinsip-prinsip tersebut diintegrasikan 

dalam dokumen legal dan kebijakan internal perusahaan, maka risiko 

sengketa dan pelanggaran hukum dapat ditekan. Hal ini menunjukkan 

bahwa hukum bukan sekadar alat pemaksa, tetapi juga sebagai 

pemandu bagi perilaku bisnis yang sehat dan bermartabat. Oleh karena 

itu, prinsip-prinsip tersebut harus menjadi bagian dari budaya 

organisasi dan tidak hanya bersifat simbolik. 

Selain itu, prinsip-prinsip hukum bisnis kontemporer bersifat 

lintas sektor dan lintas yurisdiksi. Dalam era globalisasi, pelaku usaha 

harus memahami bahwa prinsip-prinsip seperti transparansi dan 

keberlanjutan juga menjadi syarat dalam menjalin kerja sama 

internasional. Banyak lembaga keuangan global dan mitra dagang 

asing yang mensyaratkan penerapan prinsip-prinsip tersebut sebelum 

menjalin kemitraan. Oleh karena itu, memahami prinsip-prinsip 

hukum bisnis kontemporer menjadi kebutuhan strategis, bukan lagi 

sekadar tuntutan normatif. 

Keseluruhan prinsip-prinsip ini membentuk pondasi hukum 

bisnis yang tidak hanya mengatur tetapi juga mengarahkan dunia 
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usaha ke arah yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Di 

tengah dinamika ekonomi, sosial, dan teknologi yang terus berubah, 

prinsip-prinsip ini memberikan stabilitas nilai dalam praktik bisnis. 

Hukum bisnis kontemporer tidak hanya hadir untuk menyelesaikan 

konflik, tetapi juga membentuk perilaku yang sehat dan etis dalam 

ekosistem usaha. Maka dari itu, penting bagi semua pelaku usaha 

untuk menjadikan prinsip-prinsip ini sebagai pedoman dalam setiap 

keputusan bisnis yang mereka ambil. 

 

E. Sumber Hukum Bisnis 

Sumber hukum bisnis merujuk pada dasar-dasar hukum yang 

digunakan dalam menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan. 

Sumber hukum ini menjadi acuan dalam menyelesaikan permasalahan 

bisnis, memberikan kepastian hukum, serta melindungi hak dan 

kewajiban para pelaku usaha. Sumber hukum bisnis dapat ditemukan 

dalam berbagai bentuk, termasuk peraturan perundang-undangan, 

kebiasaan, dan pendapat para ahli hukum. 

Sumber hukum bisnis yang utama adalah asas kontrak 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal ini menyatakan bahwa setiap 

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

para pihak yang membuatnya. Dengan kata lain, kontrak yang telah 

disepakati menjadi hukum yang mengikat para pihak yang terlibat. 

Selain itu, asas kebebasan berkontrak juga menjadi dasar penting 

dalam hukum bisnis. Asas ini memberikan kebebasan kepada para 

pihak untuk menentukan isi dan bentuk kontrak yang mereka buat, 

sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan 

kesusilaan. Kebebasan ini diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang 

mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan 

sebab yang halal dalam suatu perjanjian. 

Menurut Munir Fuady, terdapat beberapa sumber utama hukum 

bisnis, yaitu perundang-undangan, perjanjian, traktat, yurisprudensi, 

kebiasaan, dan pendapat sarjana hukum (doktrin). Perundang-

undangan merupakan sumber hukum yang paling kuat, karena 

bersifat mengikat dan mengatur secara jelas berbagai aspek bisnis.11 

 
11 Indra Muchlis Adnan, dkk, 2016, Hukum Bisnis,  Trussmedia Grafika, 
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Hukum perdata, khususnya dalam KUHPerdata, menjadi 

sumber hukum bisnis yang sangat penting. Beberapa bagian dari 

KUHPerdata yang berhubungan dengan bisnis meliputi hukum 

perjanjian, hak kebendaan, dan berbagai aturan lainnya yang menjadi 

dasar bagi pelaksanaan kegiatan usaha. 

Hukum publik, terutama dalam ranah hukum pidana ekonomi 

dan bisnis, juga berperan dalam mengatur kegiatan bisnis. Beberapa 

bentuk pelanggaran dalam bidang bisnis yang diatur dalam hukum 

pidana ekonomi meliputi penyelundupan, illegal logging, dan korupsi. 

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi adalah salah satu regulasi yang berfungsi untuk 

menindak kejahatan dalam dunia usaha. 

Selain itu, hukum dagang juga menjadi bagian dari sumber 

hukum bisnis yang penting. KUH Dagang mengatur berbagai aspek 

terkait dengan perusahaan, persekutuan, asuransi, pengangkutan, 

surat berharga, dan perdagangan. Ketentuan dalam KUH Dagang ini 

memberikan pedoman bagi para pelaku bisnis dalam menjalankan 

usahanya secara sah dan sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Peraturan perundang-undangan di luar KUHPerdata dan KUH 

Dagang juga memiliki peranan penting dalam hukum bisnis. Misalnya, 

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan dasar hukum 

bagi penyelesaian perusahaan yang mengalami kebangkrutan. 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen merupakan salah satu regulasi yang bertujuan untuk 

melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi bisnis. Regulasi ini 

mengatur kewajiban pelaku usaha dalam menyediakan barang dan 

jasa yang sesuai dengan standar keamanan dan kualitas. 

Selain itu, terdapat Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang 

bertujuan untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan 

mencegah dominasi pasar yang merugikan konsumen. 

Hukum bisnis juga mencakup regulasi terkait investasi, seperti 

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang 

mengatur tentang ketentuan investasi baik untuk penanam modal 

 
Yogyakarta, hal. 16 
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dalam negeri maupun asing. Dalam lingkup pasar modal, Undang-

Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan kerangka 

hukum bagi perusahaan yang ingin melakukan penawaran saham di 

bursa efek atau go public. Regulasi ini berperan dalam menciptakan 

transparansi dan perlindungan bagi investor. 

Hukum bisnis juga mencakup aspek kepemilikan intelektual, 

seperti hak cipta, merek, dan paten yang diatur dalam Undang-

Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Undang-Undang 

No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. Regulasi ini penting untuk 

melindungi hak-hak kekayaan intelektual pelaku usaha. 

Sumber hukum bisnis lainnya adalah penyelesaian sengketa 

bisnis melalui mekanisme arbitrase, yang diatur dalam Undang-

Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa. Arbitrase menjadi pilihan utama bagi banyak 

pelaku usaha karena bersifat lebih cepat dan efisien dibandingkan 

proses peradilan. 

Terakhir, perdagangan internasional juga diatur dalam berbagai 

perjanjian dan regulasi, termasuk perjanjian yang dibuat dalam 

lingkup World Trade Organization (WTO). Aturan ini mengatur tentang 

kebijakan perdagangan antarnegara dan memberikan kepastian 

hukum bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang ekspor-impor. 

Dengan berbagai sumber hukum tersebut, hukum bisnis menjadi 

instrumen yang sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum, 

melindungi hak dan kewajiban para pelaku usaha, serta mendukung 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

 

F. Ruang Lingkup Hukum Bisnis 

Ruang lingkup hukum bisnis mencakup berbagai aspek yang 

mengatur aktivitas bisnis dan ekonomi dalam suatu negara. Hukum 

bisnis berperan sebagai pedoman dalam menjaga ketertiban dan 

keadilan dalam dunia usaha, serta memberikan kepastian hukum bagi 

para pelaku bisnis. Ruang lingkup hukum bisnis meliputi berbagai 

bidang hukum yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi, mulai dari 

perikatan, perjanjian bisnis, hukum perusahaan, hingga hukum 

perbankan. 
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Soesi Idayanti menyatakan bahwa, ruang lingkup hukum bisnis 

antara lain: 

1. Kontrak bisnis. 

2. Aspek Hukum Badan Usaha. 

3. Hubungan Bisnis. 

4. Hak Kekayaan Intelektual Industri. 

5. Larangan Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat. 

6. Perlindungan terhadap konsumen. 

7. Perpajakan. 

8. Asuransi. 

9. Penyelesaian sengketa bisnis. 

10. Kepailitan. 

11. Hukum pengangkutan. 

12. Hukum Perbankan dan surat-surat berharga. 

13. Hukum perdagangan internasional atau perjanjian 

internasional.12 

 
Hukum bisnis kontemporer mencakup berbagai aspek hukum 

yang mengatur interaksi dalam kegiatan ekonomi, salah satunya 

adalah konsep perikatan, yaitu hubungan hukum yang timbul antara 

dua pihak atau lebih berdasarkan perjanjian atau ketentuan 

perundang-undangan. Perikatan menjadi fondasi utama dalam 

transaksi bisnis modern, mencakup kegiatan seperti jual beli, sewa-

menyewa, pengadaan barang, hingga layanan keuangan digital. Dalam 

konteks ini, setiap pihak yang terlibat memiliki hak dan kewajiban 

yang melekat secara hukum, yang harus dipenuhi sesuai dengan 

kesepakatan bersama atau ketentuan hukum yang berlaku. Hukum 

bisnis kontemporer tidak hanya menjamin legalitas dari perikatan 

tersebut, tetapi juga memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha 

yang semakin kompleks dan digital. 

Hukum perjanjian (kontrak bisnis) merupakan bagian vital dari 

hukum bisnis karena mengatur mekanisme transaksi yang dilakukan 

antar pihak dalam lingkungan bisnis. Berlandaskan asas kebebasan 

berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, 

perjanjian yang dibuat secara sah mengikat dan berlaku sebagai 

 
12 Soesi Idayanti, Op cit., hal. 20 
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undang-undang bagi para pihak. Dalam kerangka hukum bisnis 

kontemporer, kontrak bisnis tidak hanya dalam bentuk tertulis 

konvensional, tetapi juga mencakup bentuk elektronik (e-contract) 

yang digunakan dalam perdagangan digital dan lintas negara. Oleh 

karena itu, pelaku usaha dituntut untuk memahami prinsip-prinsip 

dasar hukum kontrak serta menyesuaikannya dengan perkembangan 

teknologi dan standar global agar tetap relevan dan sah secara hukum. 

Dalam ranah kelembagaan, hukum perusahaan mengatur 

struktur, bentuk, dan mekanisme pengelolaan berbagai jenis badan 

usaha seperti Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), dan Perseroan 

Terbatas (PT). Hukum perusahaan kontemporer menekankan 

pentingnya penerapan prinsip good corporate governance sebagai fondasi 

dalam menjalankan usaha yang transparan, akuntabel, dan 

berkelanjutan. Regulasi terkait pendirian, kepemilikan, tanggung 

jawab direksi, serta perlindungan terhadap pemegang saham minoritas 

menjadi sorotan penting, khususnya dalam mengantisipasi risiko 

hukum dan moral hazard dalam dunia korporasi. 

Hukum perlindungan konsumen merupakan instrumen penting 

dalam menjamin keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. 

Dalam hukum bisnis kontemporer, perlindungan konsumen tidak 

hanya mencakup aspek kualitas dan keamanan produk, tetapi juga 

menyangkut hak atas informasi, layanan purna jual, serta jaminan 

keadilan dalam bertransaksi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum yang kuat 

dalam menindak pelaku usaha yang merugikan konsumen. Dalam 

praktiknya, regulasi ini berkembang mengikuti tren e-commerce dan 

ekonomi digital, sehingga memberikan perlindungan yang adaptif 

terhadap tantangan zaman. 

Aspek lain yang sangat strategis dalam hukum bisnis modern 

adalah perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI 

melindungi hasil karya dan inovasi dalam dunia usaha, seperti merek 

dagang, hak cipta, paten, desain industri, dan rahasia dagang. 

Perlindungan ini mendorong kreativitas dan inovasi serta memberikan 

jaminan hukum bagi pelaku usaha untuk mengembangkan produk 

dan teknologi baru tanpa takut ditiru atau disalahgunakan oleh pihak 

lain. Dalam konteks ekonomi berbasis pengetahuan, hukum HKI 

menjadi alat penting untuk menjaga daya saing dan menarik investasi. 
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Dalam rangka menjaga persaingan usaha yang sehat, hukum 

antimonopoli dan persaingan usaha turut menjadi bagian penting dari 

hukum bisnis kontemporer. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

bertujuan untuk mencegah praktek monopoli dan dominasi pasar yang 

merugikan konsumen serta pelaku usaha kecil. Regulasi ini menjamin 

terciptanya pasar yang kompetitif dan terbuka, sehingga mendorong 

efisiensi dan keadilan dalam dunia usaha. Dalam praktik global, 

pengawasan terhadap merger dan akuisisi juga menjadi bagian penting 

untuk mencegah terbentuknya kartel atau kekuatan pasar yang tidak 

wajar. 

Hukum pengangkutan dalam konteks bisnis modern mengatur 

perjanjian transportasi barang dan penumpang melalui darat, laut, 

maupun udara. Aspek ini penting karena rantai pasok global 

bergantung pada sistem logistik yang efisien dan aman. Hukum 

pengangkutan menetapkan tanggung jawab pengangkut, hak-hak 

pengirim, dan penyelesaian sengketa atas kerusakan atau kehilangan 

barang, serta penting dalam transaksi lintas negara yang tunduk pada 

perjanjian internasional seperti Bill of Lading dan Konvensi Warsawa. 

Hukum perbankan mengatur kegiatan institusi keuangan, 

termasuk perizinan, pengawasan operasional, perlindungan nasabah, 

dan kebijakan moneter. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

menjadi dasar regulasi perbankan nasional. Dalam kerangka hukum 

bisnis kontemporer, hukum perbankan juga berkembang mencakup 

fintech, pembayaran digital, dan layanan keuangan berbasis teknologi 

yang memerlukan pengawasan hukum yang adaptif dan 

komprehensif. 

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, jelas bahwa ruang 

lingkup hukum bisnis kontemporer sangat luas dan terus berkembang 

mengikuti dinamika masyarakat, teknologi, dan globalisasi. Fungsi 

hukum bisnis tidak hanya sebagai pengatur, tetapi juga sebagai 

fasilitator dan pengarah agar aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan 

adil, efisien, dan bertanggung jawab. Dengan sistem hukum yang 

kokoh, pelaku usaha mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam 

menjalankan bisnis, sementara masyarakat memperoleh manfaat dari 

sistem ekonomi yang transparan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, 

pemahaman terhadap hukum bisnis kontemporer sangat penting bagi 

siapa pun yang terlibat dalam kegiatan ekonomi di era modern ini. 
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BAB II 

TRANSFORMASI DUNIA 

BISNIS 
 
 
 

 
 
 

A. Perkembangan Teknologi 

Perkembangan teknologi merupakan fenomena yang tidak 

dapat dipisahkan dari dinamika kehidupan manusia modern. Seiring 

berjalannya waktu, teknologi telah mengalami lompatan besar dari era 

mekanik, listrik, hingga era digital yang serba otomatis. Perubahan ini 

membawa dampak besar terhadap cara manusia bekerja, 

berkomunikasi, dan mengakses informasi. Teknologi kini menjadi 

bagian dari hampir seluruh aspek kehidupan. 

Di bidang komunikasi, teknologi telah merevolusi cara manusia 

berinteraksi satu sama lain. Dari surat dan telepon kabel, kini 

masyarakat menikmati kemudahan komunikasi instan melalui internet 

dan aplikasi pesan digital. Media sosial, video call, dan platform 

kolaborasi daring memperpendek jarak antarindividu lintas negara. 

Hal ini berdampak besar terhadap pola sosial dan budaya manusia. 

Perkembangan teknologi juga sangat memengaruhi dunia 

pendidikan. Proses belajar mengajar tidak lagi terbatas di ruang kelas 

konvensional, tetapi dapat dilakukan secara daring melalui platform e-

learning. Guru dan siswa kini memiliki akses ke sumber belajar global 

yang tidak terbatas. Dengan teknologi, pendidikan menjadi lebih 

fleksibel dan inklusif. 

Di sektor ekonomi, teknologi telah melahirkan model bisnis baru 

seperti e-commerce, fintech, dan startup digital. Perdagangan kini tidak 

hanya berlangsung secara fisik, tetapi juga di ruang maya yang 
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melintasi batas negara. Transaksi menjadi lebih cepat, efisien, dan 

aman dengan bantuan teknologi. Inovasi terus bermunculan, 

mendorong pertumbuhan ekonomi digital secara signifikan. 

Sementara itu, dalam bidang kesehatan, teknologi berperan 

besar dalam pengembangan alat diagnostik, pengobatan, dan 

manajemen data pasien. Telemedicine memungkinkan pasien 

berkonsultasi dengan dokter tanpa harus datang ke rumah sakit. 

Teknologi juga mendukung penelitian obat dan vaksin secara lebih 

cepat dan akurat. Ini menunjukkan betapa pentingnya teknologi dalam 

menyelamatkan dan meningkatkan kualitas hidup manusia. 

Perkembangan teknologi juga membawa perubahan besar 

dalam dunia industri melalui konsep otomasi dan kecerdasan buatan. 

Banyak proses produksi kini dilakukan oleh mesin atau robot yang 

dikendalikan secara digital. Hal ini meningkatkan efisiensi dan 

mengurangi biaya produksi, meskipun juga menimbulkan tantangan 

dalam ketenagakerjaan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang 

bijak agar perkembangan teknologi tetap berorientasi pada 

kesejahteraan manusia. 

Perkembangan teknologi tidak selalu membawa dampak positif. 

Kemajuan teknologi juga menghadirkan tantangan seperti 

ketimpangan digital, penyalahgunaan data pribadi, dan meningkatnya 

kejahatan siber. Jika tidak dikelola dengan baik, teknologi dapat 

memperbesar kesenjangan sosial dan ekonomi. Maka dari itu, regulasi 

dan etika teknologi menjadi isu penting dalam era kontemporer. 

Teknologi turut mengubah cara manusia dalam mengonsumsi 

media dan hiburan. Film, musik, dan game kini dapat diakses kapan 

saja melalui platform digital tanpa batasan waktu atau tempat. 

Kreativitas individu juga meningkat berkat kemudahan produksi dan 

distribusi konten digital. Transformasi ini telah membentuk budaya 

baru dalam dunia hiburan. 

Kemajuan teknologi juga menuntut perubahan dalam sistem 

pendidikan dan pelatihan kerja. Kompetensi digital dan literasi 

teknologi menjadi kebutuhan utama di hampir semua bidang 

pekerjaan. Sekolah dan universitas dituntut untuk menyesuaikan 

kurikulum agar mampu menghasilkan lulusan yang siap menghadapi 

tantangan revolusi industri 4.0. Adaptasi terhadap teknologi menjadi 

kunci dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. 
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Perkembangan teknologi merupakan kekuatan besar yang 

membentuk masa depan peradaban. Teknologi dapat menjadi alat 

pemberdayaan jika dimanfaatkan secara bijak, adil, dan bertanggung 

jawab. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, 

akademisi, dan masyarakat sangat penting dalam mengarahkan 

kemajuan teknologi ke arah yang bermanfaat. Dengan pendekatan 

yang tepat, teknologi dapat menjadi penopang utama dalam 

mewujudkan pembangunan berkelanjutan. 

 

B. Transformasi Digital dan Hukum Bisnis 

Transformasi digital merupakan perubahan fundamental yang 

terjadi ketika teknologi informasi dan komunikasi diintegrasikan ke 

dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dunia bisnis. Perubahan ini 

tidak hanya mencakup pemanfaatan teknologi digital untuk efisiensi 

operasional, tetapi juga mengubah model bisnis secara keseluruhan. 

Bisnis kini dituntut untuk adaptif terhadap platform digital agar tetap 

kompetitif. Dalam konteks ini, hukum bisnis harus berkembang untuk 

merespons tantangan dan peluang baru yang muncul. 

Digitalisasi bisnis melahirkan berbagai bentuk transaksi 

elektronik yang melintasi batas wilayah dan yurisdiksi negara. 

Perdagangan daring (e-commerce), layanan keuangan digital (fintech), 

dan kontrak elektronik menjadi fenomena yang umum. Hal ini 

menimbulkan persoalan baru dalam aspek hukum, seperti keabsahan 

perjanjian digital, perlindungan data pribadi, dan penyelesaian 

sengketa lintas negara. Oleh karena itu, hukum bisnis kontemporer 

harus mencakup ketentuan hukum siber yang kuat dan komprehensif. 

Salah satu tantangan utama dalam transformasi digital adalah 

perlindungan konsumen di ruang digital. Konsumen daring rentan 

terhadap penipuan, informasi yang menyesatkan, dan pelanggaran 

privasi. Hukum Perlindungan Konsumen perlu diperluas agar 

mencakup transaksi elektronik dan menjamin hak-hak konsumen 

dalam ekosistem digital. Regulasi yang tegas akan meningkatkan 

kepercayaan publik dalam aktivitas perdagangan digital. 

Transformasi digital membawa konsekuensi terhadap 

perlindungan hak kekayaan intelektual. Konten digital seperti musik, 

film, perangkat lunak, dan desain mudah digandakan dan 
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disebarluaskan tanpa izin. Hukum harus mampu memberikan 

perlindungan yang efektif bagi pemilik karya kreatif agar inovasi tidak 

dirugikan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta digital 

menjadi prioritas dalam menjaga iklim bisnis yang adil. 

Dalam aspek ketenagakerjaan, transformasi digital 

memunculkan pola kerja baru seperti kerja jarak jauh (remote working), 

freelance digital, dan ekonomi gig. Hubungan kerja menjadi lebih 

fleksibel, namun juga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal 

hak-hak tenaga kerja. Hukum ketenagakerjaan perlu menyesuaikan 

diri agar mampu memberikan perlindungan yang seimbang antara 

kepentingan pekerja dan pemberi kerja. Reformasi hukum diperlukan 

untuk menjawab dinamika tenaga kerja digital. 

Sistem perpajakan juga terdampak oleh transformasi digital. 

Bisnis digital sering kali beroperasi tanpa kehadiran fisik di suatu 

negara, sehingga menyulitkan penarikan pajak. Negara-negara di 

dunia, termasuk Indonesia, mulai menyusun kebijakan pajak digital 

untuk menghindari praktik penghindaran pajak oleh perusahaan 

global. Hukum perpajakan digital harus mampu menjamin keadilan 

fiskal dan tidak menghambat pertumbuhan ekonomi digital. 

Aspek lain yang penting dalam transformasi digital adalah 

keamanan siber. Ancaman seperti peretasan, pencurian data, dan 

serangan malware dapat merugikan bisnis dan konsumen. Hukum 

bisnis kontemporer harus memberikan dasar hukum yang jelas dalam 

menghadapi kejahatan siber dan tanggung jawab pelaku usaha dalam 

menjaga keamanan sistem digital mereka. Penegakan hukum siber 

menjadi bagian integral dalam menjaga kestabilan ekonomi digital. 

Transformasi digital juga menuntut adanya prinsip keterbukaan 

dan akuntabilitas dalam penggunaan teknologi berbasis data. 

Pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data pribadi harus 

dilakukan dengan memperhatikan prinsip perlindungan privasi. 

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi 

langkah penting dalam menjawab tuntutan era digital. Ketaatan 

terhadap UU PDP akan menjadi indikator kepatuhan hukum 

perusahaan digital di Indonesia. 

Di sisi lain, transformasi digital membuka peluang bagi 

pembaruan hukum melalui digitalisasi layanan hukum. Proses 
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perizinan usaha, pendaftaran hak kekayaan intelektual, dan 

penyelesaian sengketa kini dapat dilakukan secara daring. Pengadilan 

elektronik (e-court) dan mediasi daring menjadi solusi efisien bagi 

penyelesaian perkara bisnis. Inovasi hukum ini sejalan dengan 

semangat digitalisasi dan efisiensi tata kelola hukum. 

Transformasi digital telah mengubah lanskap hukum bisnis 

secara drastis. Hukum tidak lagi dapat bersifat statis, tetapi harus 

bersifat dinamis, fleksibel, dan progresif mengikuti perkembangan 

teknologi. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan 

masyarakat menjadi kunci dalam merumuskan kerangka hukum yang 

adaptif. Dengan pendekatan yang tepat, hukum bisnis dapat menjadi 

motor penggerak transformasi digital yang berkeadilan dan 

berkelanjutan. 

 

C. Munculnya Inovasi Bisnis dan Akibat Hukumnya 

Inovasi bisnis merupakan respons terhadap perubahan zaman 

dan kebutuhan pasar yang terus berkembang. Perusahaan-perusahaan 

berlomba menciptakan model bisnis baru untuk meningkatkan 

efisiensi, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan nilai 

tambah. Hadirnya teknologi digital mendorong lahirnya berbagai 

bentuk inovasi, mulai dari layanan berbasis aplikasi hingga platform 

ekonomi berbagi (sharing economy). Fenomena ini membawa banyak 

kemudahan, namun juga menimbulkan tantangan hukum yang 

signifikan. 

Contoh nyata dari inovasi bisnis adalah kemunculan platform 

transportasi daring, seperti ojek online. Model bisnis ini memadukan 

teknologi aplikasi dan layanan transportasi konvensional, sehingga 

mengubah pola hubungan kerja antara perusahaan dan mitra 

pengemudi. Namun, dari perspektif hukum, muncul perdebatan 

apakah mitra pengemudi berstatus pekerja atau bukan. Ketidakjelasan 

status ini menimbulkan konsekuensi terhadap hak-hak 

ketenagakerjaan, jaminan sosial, dan perlindungan hukum bagi para 

mitra. 

Inovasi juga muncul dalam bentuk layanan keuangan berbasis 

teknologi atau fintech. Produk seperti pinjaman online (peer-to-peer 

lending), dompet digital, dan sistem pembayaran elektronik 



~ 28 ~ 
 

berkembang pesat di masyarakat. Namun, di sisi lain, muncul banyak 

kasus penagihan yang tidak manusiawi, penyalahgunaan data pribadi, 

dan bunga pinjaman yang tidak transparan. Hal ini memaksa 

pemerintah dan regulator untuk segera merespons dengan 

pembentukan aturan khusus yang mengatur tata kelola industri 

fintech. 

Model bisnis berbasis platform seperti e-commerce juga 

memunculkan problematika hukum baru. Di satu sisi, transaksi 

menjadi lebih mudah, namun di sisi lain, banyak konsumen dirugikan 

karena tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang barang atau 

jasa yang dibeli. Persoalan tanggung jawab antara penjual, platform, 

dan pembeli sering kali menjadi kabur. Oleh karena itu, diperlukan 

penguatan hukum perlindungan konsumen dalam konteks digital. 

Inovasi bisnis dalam bentuk ekonomi berbagi (sharing economy), 

seperti penyewaan properti melalui aplikasi, turut mengaburkan batas-

batas hukum konvensional. Kegiatan usaha yang sebelumnya 

memerlukan izin dan regulasi ketat kini dapat dilakukan oleh individu 

dengan bantuan teknologi. Hal ini berdampak pada persaingan usaha, 

pengawasan perpajakan, dan perlindungan konsumen. Negara perlu 

mengatur ulang kerangka hukum agar tetap relevan dan adil bagi 

semua pihak. 

Kemunculan bisnis startup berbasis teknologi juga menantang 

sistem hukum yang ada. Banyak startup yang mengembangkan ide-ide 

baru tanpa rujukan hukum yang pasti, karena belum ada regulasi yang 

mengatur secara khusus. Dalam kondisi seperti ini, prinsip kehati-

hatian dan kepatuhan terhadap norma hukum umum menjadi sangat 

penting. Selain itu, pemerintah juga didorong untuk merumuskan 

regulasi yang bersifat progresif dan adaptif terhadap inovasi. 

Inovasi dalam bidang logistik dan pengantaran barang seperti 

instant delivery juga membawa dampak hukum tertentu. Misalnya, 

siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang 

selama pengiriman? Apakah tanggung jawab ada pada kurir, 

perusahaan logistik, atau penyedia aplikasi? Kejelasan mengenai 

tanggung jawab hukum sangat penting untuk menjamin kepastian bagi 

konsumen dan pelaku usaha. 

Bidang kekayaan intelektual juga terdampak oleh inovasi bisnis. 

Banyak karya kreatif yang lahir dari inovasi digital, seperti konten 

video, musik, desain aplikasi, hingga algoritma. Tanpa perlindungan 
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hukum yang memadai, inovator bisa mengalami kerugian akibat 

plagiarisme atau pembajakan. Maka dari itu, hukum hak kekayaan 

intelektual (HKI) perlu diperkuat dan disesuaikan dengan 

perkembangan teknologi. 

Inovasi bisnis juga mendorong perlunya reformasi dalam sistem 

perizinan dan pengawasan usaha. Prosedur birokrasi yang lambat 

sering kali tidak sejalan dengan kecepatan inovasi yang terjadi di 

lapangan. Oleh sebab itu, pendekatan hukum berbasis risiko (risk-

based approach) dan penggunaan sistem perizinan digital menjadi 

penting untuk menciptakan efisiensi dan kepastian hukum. 

Pemerintah dituntut untuk menciptakan regulasi yang tidak hanya 

ketat, tetapi juga adaptif. 

Inovasi bisnis dapat menghadirkan banyak peluang, tetapi juga 

membawa konsekuensi hukum yang kompleks. Negara harus mampu 

menjaga keseimbangan antara mendorong inovasi dan melindungi 

kepentingan umum. Hukum bisnis kontemporer harus fleksibel, 

partisipatif, dan berwawasan ke depan agar dapat mengikuti laju 

perubahan yang cepat. Dengan pendekatan yang tepat, inovasi dapat 

tumbuh dalam lingkungan yang aman, adil, dan berkelanjutan secara 

hukum. 
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BAB XI PENUTUP 
 

 

 

 

Hukum bisnis kontemporer merupakan cabang dari ilmu 

hukum yang secara spesifik mengatur beragam aspek kegiatan 

ekonomi modern, mencakup transaksi elektronik, hubungan kerja 

fleksibel, pendirian badan usaha digital, hingga mekanisme 

penyelesaian sengketa yang adaptif seperti mediasi daring. 

Kemunculannya didorong oleh kebutuhan akan kepastian hukum, 

keadilan, dan perlindungan yang responsif terhadap perkembangan 

zaman, termasuk dinamika teknologi dan globalisasi. Dalam ranah 

nasional maupun internasional, hukum bisnis kini berperan sebagai 

panduan utama bagi para pelaku ekonomi untuk menjalankan 

aktivitas usaha secara tertib, etis, dan sesuai regulasi yang terus 

berkembang. Ruang lingkupnya luas dan interdisipliner, meliputi 

hukum perikatan, hukum perusahaan, hukum perlindungan 

konsumen, hukum perdagangan digital, hukum pengangkutan lintas 

batas, perpajakan digital, serta ketentuan dalam hukum perdagangan 

internasional. 

Sepanjang pembahasan dalam buku ini, telah dijelaskan secara 

menyeluruh konsep dasar hukum bisnis, baik dari sisi definisi, prinsip 

dasar, hingga tujuan-tujuan strategisnya dalam konteks ekonomi 

modern. Hukum bisnis kontemporer tidak hanya bertujuan menjaga 

ketertiban dan kepastian dalam setiap transaksi, namun juga sebagai 

alat regulatif untuk melindungi kelompok rentan seperti konsumen 

digital, pekerja platform, serta pelaku usaha kecil-menengah (UMKM) 

yang sedang bertransformasi ke arah digital. Fungsinya bukan sekadar 

sebagai instrumen hukum normatif, tetapi juga sebagai mekanisme 

responsif terhadap dinamika pasar, termasuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi inklusif, mencegah praktik tidak sehat, serta 

memperkuat sistem bisnis yang adil dan transparan. Dengan demikian, 

hukum bisnis menjadi fondasi dalam membangun ekosistem usaha 

yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan. 
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Buku ini juga menguraikan secara sistematis berbagai sumber 

hukum bisnis yang menjadi landasan operasional bagi praktik usaha 

modern. Sumber tersebut tidak terbatas pada peraturan perundang-

undangan klasik seperti KUHPerdata dan KUHD, melainkan juga 

mencakup undang-undang khusus seperti UU Persaingan Usaha, UU 

Perlindungan Konsumen, UU Pasar Modal, serta regulasi teknologi 

finansial dan perlindungan data pribadi. Tak kalah penting adalah 

peran sumber non-formal seperti kebiasaan usaha, yurisprudensi, dan 

traktat internasional yang semakin relevan dalam praktik lintas negara. 

Di tengah perubahan yang cepat, fleksibilitas dan aktualisasi sumber 

hukum bisnis menjadi kunci dalam menjawab tantangan hukum di era 

digital. 

Aspek hukum perikatan tetap menjadi pilar penting dalam 

hubungan bisnis kontemporer, baik dalam bentuk perjanjian 

konvensional maupun perjanjian digital yang dilakukan secara 

elektronik. Buku ini membahas secara mendalam tentang unsur-unsur 

perikatan, mulai dari syarat sahnya kontrak, prestasi dan wanprestasi, 

hingga penyebab hapusnya perikatan. Dalam dunia digital, perikatan 

tidak hanya dilakukan secara tertulis atau lisan, tetapi juga melalui klik 

perjanjian daring, yang memerlukan legitimasi hukum yang setara. 

Oleh karena itu, hukum perikatan dalam konteks kontemporer harus 

mampu menjamin keabsahan, keamanan data, dan perlindungan bagi 

semua pihak yang terlibat. 

Salah satu isu penting yang turut dibahas adalah hukum 

pengangkutan, khususnya dalam transaksi bisnis lintas negara. Dalam 

konteks globalisasi dan perdagangan digital, hukum pengangkutan 

menjadi kompleks karena melibatkan yurisdiksi multi-negara, 

ketentuan ekspor-impor, serta sistem pembayaran internasional seperti 

Letter of Credit. Risiko dalam pengangkutan seperti kerusakan barang, 

keterlambatan, dan kehilangan menjadi isu hukum yang harus 

ditangani secara profesional dan tersistem. Hukum bisnis kontemporer 

hadir untuk memberikan kepastian dan keadilan dalam praktik 

pengangkutan internasional, serta menjembatani perbedaan sistem 

hukum antarnegara. 

Buku ini juga menyoroti pentingnya regulasi dalam menghadapi 

ekonomi digital, termasuk kehadiran platform e-commerce, digital 
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banking, dan layanan berbasis cloud. Dalam sistem hukum yang terus 

bergerak menuju digitalisasi, dibutuhkan pendekatan hukum yang 

tidak hanya berbasis perintah (command-based regulation), tetapi juga 

berbasis prinsip (principle-based regulation) yang lentur dan adaptif. 

Para pelaku usaha dituntut untuk tidak hanya taat pada hukum yang 

tertulis, tetapi juga pada prinsip-prinsip etika, tanggung jawab sosial, 

dan perlindungan terhadap data pribadi. Hukum bisnis dalam konteks 

ini menjadi bagian dari governance system yang memayungi perilaku 

usaha secara holistik. 

Dengan semakin berkembangnya teknologi, hukum bisnis juga 

merambah pada aspek inovasi dan kekayaan intelektual. Perlindungan 

terhadap ide, merek, desain, dan teknologi baru menjadi bagian 

integral dari hukum bisnis kontemporer. Tanpa regulasi yang 

melindungi hasil inovasi, dunia usaha akan mengalami stagnasi dan 

penyalahgunaan hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, buku ini 

turut menyertakan pembahasan mengenai pentingnya hak kekayaan 

intelektual sebagai elemen penting dalam keberlangsungan ekonomi 

kreatif. 

Keadilan sosial dalam dunia usaha juga menjadi bagian penting 

dari hukum bisnis saat ini. Ketimpangan akses terhadap perlindungan 

hukum dan informasi sering kali menjadi penghambat tumbuhnya 

usaha kecil dan tradisional. Melalui instrumen hukum yang inklusif 

dan berpihak pada keadilan, hukum bisnis berperan sebagai jembatan 

untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan pemerataan 

kesempatan berusaha. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan 

berkelanjutan yang menekankan peran hukum dalam 

menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. 

Sebagaimana dijabarkan dalam buku ini, hukum bisnis tidak 

dapat dipisahkan dari realitas transformasi digital dan integrasi global 

yang kini mendefinisikan ulang wajah ekonomi. Oleh karena itu, 

pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar, ruang lingkup, serta 

perkembangan hukum bisnis kontemporer menjadi sangat krusial. 

Buku ini tidak hanya menyajikan teori, tetapi juga menggambarkan 

relevansi hukum bisnis dalam praktik aktual dan tantangan ke depan. 

Setiap bab dirancang untuk memberikan pemahaman yang 

kontekstual, aplikatif, dan responsif terhadap kebutuhan zaman. 
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Hukum bisnis kontemporer adalah instrumen krusial dalam 

menjaga stabilitas dan keberlanjutan ekonomi modern. Dengan 

memahami konsep-konsep kunci dalam buku ini, para pembaca 

diharapkan dapat mengambil keputusan usaha yang bijak, 

memperkuat kepatuhan hukum, serta membangun hubungan usaha 

yang sehat dan beretika. Buku ini menjadi referensi penting bagi 

mahasiswa, akademisi, praktisi, dan pelaku usaha dalam memahami 

dinamika hukum yang mengiringi perubahan lanskap ekonomi global. 

Semoga karya ini menjadi kontribusi berarti dalam membangun sistem 

hukum bisnis Indonesia yang adaptif, dan progresif. 
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